PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.342 /20/ DPRD-BLG / 2025
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap hasil
Evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap
Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan
penyempurnaan oleh Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Persetujuan Bersama Terhadap
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur
Kalimantan  Selatan Terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan




Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomorl182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);



10.

i 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 131);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0750/KUM/2025 tentang
Hasil Evaluasi = Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Menyetujui penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2023 yang sesuai dan berdasarkan pada Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
100.3.3.1/0750/KUM/2025 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bilamana terdapat kekeliruan dan diperlukan
perbaikan, akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 15 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

Ul

Hj. LINDAWATI, S.Sos.



